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Abstrak

Penulisan skripsijifi bertujuan. untuk mendeskripsikan pelaksanaan kebijakan kawasan strategis.Central Business
District di Kecamatan Sungai Raya. Kebijakan kawasan strategis CBD berkaitan dengan pembangunan yang
dilakukan pemerintah yang berspektif ekonomi, karena untuk menjadi kawasan strategis wilayah harus ditata dengan
baik sesual dengan peruntukan kawasannya. Permasalahan pelaksanaan kawasan strategis CBD menjadi kompleks
karena'berkaitan dengan pembangunan untuk peningkatan ekonomi. Hal ini menarik puntuk diteliti, ‘melihat
pembangunan dan=penataan di Kecamatan Sungai Raya belum terlaksana dengan baik. Penelitian ini menggunakan
teori Merilee S.'Grindle yang terdiri dari dua variabel besar yang mempengaruhi implementasi .kebijakan, yaitulisi
kebijakan (content’ of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Hasil pendlitian ini
menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan kawasan strategis CBD belum optimal. Kurangnya ipfermasi mengenai
pelaksanaan kebijakan kawasan strategis antar implementor. Serta tugas implementor juga belum dirincikan dalam
Raperda matipun Perbup Kawasan Strategis. Sumberdaya juga belum memadai baik dari SDM mauipun infrastruktur
dalam melaksanakan pembangunan di kawasan' strategis CBD. Serta penataan kawasan masih bersifat sporadis,
belum adatitik jelas dimana letak kawasan strategis yang ada di Kecamatan Sungai Raya dan pembangunan juga
tidak di dukung dengan sistem drainase yang baik karena dapat mengakibatkan banjir pada wilayah-witayah tertentu.

Kata-kata Kunci: Implementasi, Kawasan, Strategis, Central, Business, District.

ADbstr act

This research purpose to describe the implementation of.the strategic policy of the Central Business District areain
Sungai Raya Policy Central..Business District related to strategic area with the.government's development in
economy perspective, because for be a strategic=area of the region=should be arranged in accordance with the
designation ofithe region. The=problems. of implementation policy area central business districtjwere complex
because it relates to the development of economic improvement. It is interesting to study, look at the development
and structures inSungai Raya has-not well * This studypused: the theory M erileeS. Grindle which consists of two
major variables that affect the implementation of the policy, called the palicy content (content of policy) and the
implementation environment (context of implementation). The results of this study indicate that the implementation
of the strategic area CBB=were not optimal. Lack of information regard to implementation of the policy strategic
region between the implementers. Implementers and duties were not also.specified in the draft regulation as well as
declaring the Strategic Area. Resource is inadequate in both human resources and infrastructure in implementing
development in strategic areas of the CBD. As well as the structuring of the region still sporadic, there is no clear
point where the location of a strategic areain Sungai Raya and development is also not supported by a good drainage
system because it could lead to flooding in certain areas.

Keywords: Implementation, Regions, Srategic, Central, Business, District.
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A. PENDAHULUAN

Kebijakan pengembangan wilayah
merupakan suatu bentuk intervensi positif
terhadap pembangunan di suatu wilayah.
Pengembangan yang dilakukan meéliputi
pengembangan disektor ekonomi, sesial dan
budaya yang mengacu pada-kondisi existing
dan potensi pada suatu wilayah. Kubu Raya
merupakan salah satu  Kabupaten di
Kaimantan'Barat. Luas:wilayah Kabupaten
Kubu Raya (KKR)sadalah 6.985,24 km? atau
sekitar 4,75%"dari luas wilayah Provins
Kalimantan Barat.

Untuk mendukung kegiatan
perdagangan-dan jasa yang berpotensi, KKR
melakukans=salah satu pembangunan wilayah
antara lain dibidang infrastruktur yaitu
pembangunan jalan, perluasan Bandara
Supadio, serta pembangunan Jalan Lingkar
Supadiol. di Kecamatan Sungai.. Raya.
Peraturan ‘Bupati No. 2 tahun 2014 tentang
Kawasan Strategis Kabupaten Kubu Raya
ditetapkan ‘oleh  pemerintah- . untuk
memproteksi  juga untuk mempercepat
pertumbuhan dan péngembangan wilayah
yang dinila strategis dan potensial untuk
dikembangkan.  Berdasarkan  Peraturan
Bupati No 02 Tahun 2014 Tentang Kawasan

Strategis Kabupaten Kubu Raya, terdapat 4
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kawasan strategis yang tertuang pada Bab 4

Pasal 6 yaitu:

1. kawasan strategis dari sudut
kepentingan ekonomi.

2. kawasan strategis dari sudut
kepentingan sosia budaya.

3. Kawasan strategis dari sudut
kepentingan._fungsi dan daya dukung
lingkungan hidup:

4. kawasan yang memiliki_nilai strategis
lainnya, yang sesual dengan
Kepentingan  pembangunan wilayah
kabupaten.

Kecamatan Sunga --Raya yang
memiliki luas wilayah 929,30. Km2 atau
(13,30%) dari luas KKR terbagi. tiga bagian
dalam penggunaan lahannya yaitu sebanyak
72% adalah untuk lahan bukan pertanian,
20% untuk lahan bukan sawah dan 8%
adalah lahan yang digunakan untuk Ssawah.
Penggunaan lahan harus sesuai; dengan
peruntukan kawasannya, tanpa
menyal ahgunakan potensi wilayah yang ada.
Akan tetapi fpola penggunaan lahan disini
masih cenderung bersifat sporadis.

Kawasan CBD™juga harus didukung
dengan sistem drainase yang memadai agar
kawasan tersebut tidak tergenang air dan
bahkan banjir. Akan tetapi di kawasan
Kecamatan Sungair Raya khususnya

sepanjang kawasan kilometer kedua Jalan
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Ayani Dua tergenang air disaat musim
penghujan. Belum adanya Perda Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya
di kawasan strategis CBD ini menjadi sulit
daam mengatur lgu pembangunan yang
ada. Selain itu terbitnya Peraturan Bupati No
2 tahun 2014 tentang Kawasan .Strategis
Kabupaten Kubu Raya _ditetapkan pada
tanggal 10 Febuari 2024 oleh Bupatijperiode
pertama.  Penetapannya  seminggu pasca
dilantiknya™ Bupati .dan® Wakil . Bupati
Kabupaten Kubu®Raya yang baru padal?
Febuari 2014w, Sehingga terkesan sarat
dengan kepentingan tertentu. Penelitian
ini fokus pada Implementas Kebijakan
Kawasan Strategis Central Business District
Di | Kecamatan Sunga Raya Kabupaten
Kubu Raya.
Penelitian ini  bertujuan  untuk
menganalisis dan mendeskripsikan
implementasi  kebijakan kawasan strategis
Central Business District Di Kecamatan
Sungai Raya Kabupaten— Kubu Raya
berdasarkan Teori Merilee ®S. - Grindle.
Manfaat teoritis dalam penelitian ini dapat
memberikan informasi=dan pengembangan
iIlmu pengetahuan kebijakan publik. Manfaat
praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat
konstruktif ~ bagi
Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, terutama

men;j adi masukan

daam konsep pengembangan kawasan
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strategis dalam  rangka meningkatkan
pemerataan pembangunan dan memproteksi
kawasan yang dianggap strategis di
Kabupaten Kubu Raya.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik sebenarnya sudah
menjadi. realitas’ sosiad sgak. manusia
menyadari bahwa mereka memilikitujuan
hidup yang sama disamping varias
kepentingan yang ada. Anderson
mengatakan bahwa kebijakan = merupakan
arah tindakan yang mempunya maksud
yang ditetapkan oleh seorang aktor dalam
mengatas suatu masalah. Konsep kebijakan
ini dianggap tepat karena memusatkan
perhatian pada apa yang sebenarnya
dilakukan.. dan bukan pada apa yang
diusulkan. Selain. itu, konsepj'ini juga
membedakan kebijakan dari keputusan yang
merupakan Fpilihan di antara berbagai
alternatif yang ada (Winarno, 2012: 21).
Kebijakan publik.se€ara sederhana adaah
konsep dasar rencana pemerintah atau
organisasi publik  untuk mengatur
kepentingan umum atau orang banyak.

Bertujuan untuk mengatasi berbagai macam
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permasalahan publik yang berorientasi pada
kepentingan masyarakat.

Implemetasi K ebijakan Publik Menurut
Teori Merilee S. Grindle

Keberhasilan implementasi
sebagaimana yang diungkapkan Merilee S.
Grindle dalam (Subarsono,2005:93) terdapat
dua variabel besars“yang mempengaruhi
implementasi  kebijakan, yaitu variable isi
kebijakan (content of.policy) dan variable
lingkungan implementas  (context.  of
Implementati on)x

Variabel'ls Kebijakan Mencakup:

1. Sgauh mana kepentingan kelompok
sasaran- termuat dalam isi kebijakan.
Pihak yang kepentingannya
dipengaruhi mengungkapkan bahwa
jenis kebijakan publik yang dibuat
akan membawa dampak tertentu
terhadap macam kegiatan politik.

2. Jenis Manfaat yang diterima oleh
kelompok sasaran.—-Program yang
memberikan manfaat, secara. kolektif
akan lebihmudah untuk memperoleh
dukungan dan tingkat kepatuhan yang
tinggi dari target groups.

3. Sgauh mana perubahan  yang
diinginkan dari sebuah kebijakan.
Jangkauan perubahan yang dapat
diharapkan Program yang bersifat
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jangka panjang dan  menuntut
perubahan perilaku masyarakat dan
tidak secara langsung dapat dirasakan
manfaatnya maka cenderung lebih
mengalami kesulitan dalam

implementasinya.

. Apakah letak sebuah program sudah

tepat. K edudukan pengambil
keputusan dalam implementasi
kebijakan publik, baikisecara geografis
maupun organisatoris, akan semakin
sulit pula implementas program.
Karena semakin banyak satuan-satuan
pengambil keputusan yang terlibat di

dalamnya.

. Apakah sebuah progran telah

menyebutkan implementornya dengan
rinci. Kemampuan pelaksana program
akan mempengaruhi  keberhasilan
implementasi program  tersebut.
Birokrass yang memiliki staff yang
aktif, berkualitas, berkeahlian dan
berdedikasi tinggi terhadap
pelaksanaan tugas ;dan  sangat
mendukung keberhasilan implementasi

program.

. Apakah sumber dayanya telah

memadai. Tersedianya sumber-sumber
secara memadai akan mendukung
keberhasilan implementasi program
atau kebijakan publik.
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Gambar 1.1

Variable Lingkungan Implementas KerangkaPikir Penelitian

. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2014
mencakup' Tentang Kawasan Strategis Kabupaten Kubu Raya
1. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, <
. . Per masalahan:
dan strategl yang dimiliki oleh para aktor 1. Peraturan Bupati ini terindikas sarat dengan

. . . kepentingan karena waktu dan penetapannya hampir
yang terlibat dalam |mplementas bersamaan dengan pergantian rezim pemerintahan di

.. sy Kabupaten Kubu Raya.
keb'Jakan- Sumber dan posis kekuasaan 2. Dalam penyusunan raperda RTRW Kabupaten Kubu

Raya 2015, ada pihak yang menilai pemerintah saat ini
cenderung mengabaikan Peraturan Bupati sebelumnya
tentang Kawasan Strategis Kabupaten Kubu Raya.

3. Pembangunan di kawasan Kecamatan Sungai Raya
khususnya di kawasan Central Business District, belum
tertata dengan baik akibat pembangunan yang cendrung
masih sporadis.

4. Kecamatan Sungai Raya sebagai kawasan strategis
Central Business District khususnya Jalan Ayani Dua,
belum memiliki sistem drainase mudah tergenang air dan

dari implementor akanm™ menentukan
keberhasilan implementas suatu
program. Apabila kekuatan palitik merasa
berkepentingan terhadap suatu program,
mereka akan ‘'menyusun strategi "guna

! | bahkan baniir.
memenangkan, persaingan yang terjadi -
dalam |mplementa5|, sehi ngga * output Teori Merilee S. Grindle (Subar sono,2005:93):
i . . Variabel Isi Kebijakan Mencakup:
suatu program akan dapat dm'kmatmya' 1. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat
- N . dalamisi kebijakan;
2. 'Karakteristik institus dan rejim yang 2. Jenis Manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran;
: 3. Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah
sedang“=berkuasa. Implementas suatu fgbijakan; P yang ding
4. Apakah letak sebuah program sudah tepat;
program tentu akan mendatangkan 5. Apakah sebush program telah  menyebutkan
L implementornya dengan rinci;
konflik pada kelompok-kelompok yang 6. Apakah sumber dayanyatelah memadai.
. . - Sedangkan  variabel  Lingkungan  Implementasi
kepentingannya dipengaruhi. mencakup:

1. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi
yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam
implementasi kebijakan;

Penyelesaian konflik akan menentukan

who gets what atau ‘siapa mendapatkan 2. Karakteristik institusi dan rezim yang sedang
» . E berkuasa;
apa Kesadaran  dan sifat responsive 3. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok
. J . @ <A_Aran.
dadam implementas kebijekan,  atau — =
program oleh pemerintah. Output:
] i Dapat mewujudkan ekistensinya sebagai Kawasan Y ang
3. Tingkat kepatuhan==dan responsivitas memiliki potensi, sumberdaya berdasarkan yang telah
& ditetapkan untuk menjadi Kawasan Strategis Kabupaten
kelompok sasaran. Kebijakan yang Kubu Raya

berupaya melakukan pembangunan untuk
kesgahteraan masyarakat akan lebih
mudah di dukung dalam pel aksanaannya.
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C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan
adalah pendlitian  deskripstif ~ dengan
pendekatan kualitatif, penelitian ini akan
mendeskripsikan hal-hal yang terjadi untuk
memperoleh gambaran secara sistematik,
faktual dan akurat mengenal faktor-faktor
serta  hubungan dengan fakta ;_daam
implementasi  kebijakan kawasan™ strategis
central bussines district © di Kecamatan
SungaisRaya Kabupaten Kubu Raya Waktu
penelitian  dalam
dilakukan darirbulan Juni 2015 hingga bulan
Maret 2017,

Subjek dari penelitian ini adalah
Bupati Kubu Raya Periode 1 tahun 2009-
2014, Kepada Badan Perencanaan Dan
Pembangunan Daerah Kubu Raya, salah satu
Anggota DPRD Kubu Raya, Sekretaris
Kecamatan Sunga Raya, serta Pengusaha Di
Raya. Teknik

pengumpulan data dalam--penelitian ini

menyusun  laporan

K ecamatan Sungai
dilakukan dengan cara® - observas,
wawancara, dan dokumentasi.

Penelitian 1ni™menggunakan teknik
analisis data kualitatif yang terdiri darl tiga
alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan,
yaitu reduks data, penygian data, dan
penarikan kesimpulan/verifikasi. Penelitian
ini menggunakan jenis triangulasi sumber
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untuk menguji kredibilitas data, yang
dilakukan dengan cara mengecek data yang
telah diperoleh melalui beberapa sumber.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Kawasan
Central, Business District yang di analisis
dari dua variable besar yaitu variable isi
kebijakan  dan
kebijakan.

variable “slingkungan

Variabel Is Kebijakan :
1. Kepentingan Kelompok Sasaran

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya
dalam menetapkan Kebijakan kawasan CBD
tentunya telah memikirkan ha yang terbaik
untuk kemagjuan ekonomi  masyarakat
terutama di Kecamatan Sungai Raya.sUntuk
mengetahui  kepentingan kelompok:™ sasaran
yang termuat dalam kebijakan kawasan CBD
peneliti © melakukan wawancara dengan
Bapak »Muda Mahendrawan, berikut
pernyataan beliau:

“Kelompok sasaran*"yang dimaksud itu
berarti"banyak komunitas disitukan baik
petani terutama yang paling terbesar kan,
nelayan, menyusut dari segi komunitas
seharian pedagang,buruh, kemudian IRT,
para remaja generas muda kan, kemudian
lansa dan komunitas ibu-ibu  yaa...
semualah ya yang memiliki kepentingan
yang terdidik maupun tidak terdidik. Kalau

6
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yang dicover di dalam aturan ini sebetulnya
ya inikan sebetulnya rancangan bentuk pra
belum menuju Perda itu supaya ada embrio
dulu Kkarena dari dulupun sebelum
pemekaran sudah ada beberapa kawasan
yang ditetapkan baik itu kawasan pertanian,
terpadu  dan sebagainya sampai ke
perikanan, peternakan kemudian kawasan
cepat tumbuh kawasan perdaganganm;
kawasan transport darat, air kemudian
udara, kawasan strategis yang- per mukiman
ya permukiman kampung®atau aspal atau
tradisonal. per mukiman perumahan-
perumahan makanya ini tujuan Perbup ini
mengintefarisirkasikan jak biar tak bercerai
berai karena dulukanibanyak ya dibikinkan
keputusan-keputusan. Bupati yang dulu-dulu
misalpya kayak ‘stransmigrasi  terpadu
mandiri, kawasan agrowisata, jadi itu diluar
kawasan lindung jadi hal-hal seperti itu kan
tidak tercover menjadi 1. Jadi ‘tujuan
pembentukan Perbup ini  supaya " bisa
menghimpun ini ayok kita jadikn 1 supaya
perisepsinya itu dalam melihat
perkembangan dari pemerintah apa yang
perlu diperbaiki karena masyarakat yang
lebin besar berada di pedesaan |ebih
diprioritaskan.”

Kebijakan yang ditetapkan oleh

pemerintah mengandung unsur-unsur
kepentingan kelompok sasaran maupun
stake holder lainnya. Sedangkan didalam
kebijakan kawasan CBD ini_ kepentingan
kelompok sasaran yang “termuat dalam
peraturan tentang "kawasan strategis CBD
yang pertama, peraturan ini ditetapkan‘untuk
mengcover segala kepentingan masyarakat
yang ada. Perbup ini juga merupakan embrio
dari Perda agar tidak ada satupun
kepentingan masyarakat yang tertinggal.
M asyarakat

pastinya menginginkan
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pembangunan yang dapat memudahkan
aktivitas mereka. Pembangunan yang dapat
meningkatkan kualitas perdagangan,
kenyamanan dalam akses dan usaha.

Berdasarkan  penuturan  Bupati
sebelumnya bahwa kebijakan kawasan
strategis, CBD ini telah menghimpun
kepentingan kelompok sasaran dari segi
pembangunan  dan . penataan  kawasan
terdapat perbedaan peruntukan kawasan agar
tidak saling menyaahgunakan. masing-
masing wilayahnya. 'Sementara menurut
anggota Bappeda Kubu Raya sedaku
implementor dalam kebijakan ini
menyatakan bahwa:

“Programnya sudah masuk dalam agenda
pembangunan daerah, namun dalam
pelaksanaannya  masih  menyesuaikan
rencana detail tata ruang daerah.”
Berdasarkan  penuturan  anggota

Bappeda diatas bahwa kebijakan Kawasan
CBD yang memuat beberapa kepentingan
untuk mewujudkan tujuannya telah masuk
dalam“agenda yang artinya kebijakan ini
telah dirancang di dalam Perda. Akan tetapi,
dalam ' pelaksanaannya . belum  dapat
dikatakan telah berjalan dengan lancar
karena“masih disesuaikan dengan rencana
yang ada dalam tata ruang wilayah
Kabupaten Kubu Raya. Perlunya sinergisitas
antara Perbup yang telah ada dengan
Raperda RTRW yang sedang direncanakan
pembangunannya oleh Bappeda.



PublikA, Jurnal S1 IImu Administras Negara Volume 6 Nomor 1 Edisi Maret 2017

2. Jenis Manfaat Yang Diterima Oleh
Keompok Sasaran

Kebijakan yang ditetapkan untuk
menyelesalkan masalah pasti  memiliki
manfaat untuk kemguan atau peningkatan
kondisi dari sebelum dilaksanakannya di
masyarakat. Untuk mengetahui manfaat apa
oleh .~Sasaran  dari
pembentukannya kebijakan
strategis CBD-" ini peneliti = melakukan

yang diterima

kawasan

wawancara’ dengan Bapak Muda
M ahendrawan sebagai*berikut:

“Kalo kite bicara Perbup inikan untuk
menjadi acuan sebelum Perda, smudah-
mudahan . tidak ada yang tertinggal
kalaupun ada yang tertinggal ini sudah
menjadi-‘embrio, karena kawasan strategis
inikan dianggap kawasan yang mempunyali
nilai secara ekonomi, sosial, budaya dan
kearifan lokal maupun bisa menjadi
sesuatu  yang membuat produktivitas
masyarakat karena tujuan akhirnyakan
membuat masyarakat rumah tangga
produktif, peningkatan kualitas hidup.
Yang jelas, pertama Proteks terlindungi,
hal yang sifatnya seperti = pemukiman
pedesaan. ditata oleh desa, jadi—-desa
dengan adanya ini agar-desa_mengacu
kepada ini."Jadi musyawarah desa dalam
menentukan proses pembangunan desa itu
dan bagaimana menerima investor 'dan
sebagainya sehingga dapat disesuaikan
dengan tata ruang desas-Agar_tidak
bekerja tanpa acuan, sehingga tidak
amburadul dalam mel akukan
pembangunan yang mana seharusnya
ditata.”

Manfaat akan dirasakan oleh

masyarakat apabila kebijakan itu telah
diimplementasikan seperti  yang telah
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direncanakan  sebelumnya.  Berdasarkan
penuturan Bupati sebelumnya banyak
manfaat yang diterima oleh masyarakat
melalui  penetapan  kebijakan kawasan
strategis ini. Karena memang sebelumnya
pemerintah KKR mengutamakan
pembangunan di wilayah pedesaan. Dengan
meningkatnya ™ pembangunan di  desa,
masyarakat juga dapat.merasakan terjadinya
peningkatan'kualitas hidupnya.

Seperti halnya masyarakat dapat
melakukan

ketergantungan dengan produk dari luar.

produksi, agar tidak

Serta dapat meningkatkan perekonomian dan
kemguan untuk KKR. Adanya Perbup ini
dapat menjadi acuan untuk. pemerintah
dalam pembangunan desa, agar dapat
melakukan pembangunan secara jangka
panjang yang memang harus di utamakan
untuk kepentingan dan kelancaran aktivitas
serta dapat menjaga potensi desa. Sedangkan
menurut anggota Bappeda mengenai apakah
manfaat’ yang._diterima masyarakat sudah
sesuai  dengan tujuan yang, akan dicapai
didalam pembentukan kawasan CBD beliau
menyatakan :

**Kalau sejauh ini sih sudah lah ya namun
kita pastinya akan terus berbenah”.
Pembangunan untuk kawasan CBD

memang telah dilaksanakan oleh pemerintah,
akan tetapi untuk melihat sgauh mana
kemagjuan yang telah dicapai belum dapat
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diketahui karena pelaksanaanya masih
berproses hingga saat ini. Meéelihat
pemerintah KKR yang sudah melakukan
pembangunan baik untuk jalan poros
maupun penataan wilayah sekarang ini,
masyarakat pasti telah  merasakan
manfaatnya. Adanya pembangunan™ yang
dilaksanakan di kawasan_perdagangan ini,
agar semua usaha sudah memiliki izin, serta
pembangunannya mengarah kepadakawasan
untuk  pertintukan [Llainnya. Sedangkan
menurut’ anggota*DPR mengenai manfaat
yang diterima eleh sasaran kebijakan beliau
mengatakan bahwa:

“mungkin_kalo Pemda menilai masih jauh
karena memang persoalan diwilayah yang
luas serta kondis infrastruktur yang masih
banyak™yang perlu dibangun. Artinya
konsentras Pemda ini terpecah, ketika
mereka mau  menempatkan  kawasan
strategis, karena Pr mereka dalam
pembangunan dikecamatan-kecamatan
yang' jauh itu juga mengganggu
konsentrasi dengan keterbatasan
anggaran. Jadi kita memahami itu, dan
kita tetap mendorong karena Kubu-Raya
itu luas.”

Dari "wawancara dengan anggota

DPR mengenai. manfaat” atau " capaian
pembangunan kawasan strategis untuk saat
ini belum mencapai  ekspektasi™-dari
pemerintah Kubu Raya. Karena wilayah
KKR vyang luas, dan masing-masing
kecamatan yang jarak tempuhnya berjauhan
mengakibatkan konsentrasi pembangunan

oleh pemerintah ini jadi terpecah. Akan

BAMBANG SUDARMONO, NIM. E 01112178
Program Studi IImu Administrasi Negara Fisip UNTAN

http://jurmafis.untan.ac.id

tetapi, untuk saat ini pemerintah KKR masih
dalam tahap perbaikan untuk penataan dan
pembangunan wilayah sebagai kawasan

strategis.

3~3. Derajad Perubahan Yang Diinginkan

Setelah  dirumuskan,
disahkan dan selanjutnya dilaksanakan tentu

kemudian

selaku pemerintah atausaktor menginginkan
adanya perubahan setelah “kebijakan ini
terlaksana. Untuk .-mengetahui “perubahan
seperti agpa yang disinginkan “selaku
pengambil keputusan, peneliti melakukan
wawancara  dengan Bapak Muda
Mahendrawan berikut penuturan beliau:

“Kalo kita berharap sih pérubahannya
mendasar, karena paradigma kita inikan
perubahan dari atas ke bawah, tapi kita
melihat juga tidak terlepas dari | soal
kepentingan yang berbenturan dengan
masyarakat |okal. Makanya dengan dibuat
Perbup ini, itu kita menggantikan
sekaligus desa agar mereka mengetahui
bahwa tata ruang itu menjadi bagian dari
asset. mereka yang mereka bisa
menyusunnya. Tujuannya kan agar mereka
dapat menentukan masa depan mereka,
bisa betul| menentukan jangan sampe
mereka tidak bisa melakukan hal yang
lebih untuk meningkatakn  kualitas
masyar akat..-Makanya hal terpenting itu
adalah penataan dari desa dapat
dilengkapi dengan aspek seperti sumber
air. Harapan kita pembangunannya tidak
mubazir, efeknya juga kemasyarakat yang
punya produks agar memudahkan
transaksi keluar masuknya. Nantikan
produktivitas masyarakat meningkat jadi
tidak akan diserang oleh produk yang dari
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luar tapi bisa memproduksi barang. Jadi
harapannya tata ruang desa dapat
mengarah kesana dan masing-masing desa
dapat saling membutuhkan, jadi dapat
fokus pada produksi yang maksimal.
Setelah diimplementasikannya

sebuah kebijakan pasti adanya perubahan
yang diinginkan. Selaku pemerintah yang
telah menetapkan  kebijakan-~"kawasan
strategis ini menginginkan'sebuah perubahan
yang berdampak pada peningkatan ‘kualitas
hidup masyarakat. Terutama untuk penataan
di wilayah'desa. Perubahan yang diinginkan
lebih # kepada - peningkatan SDM  dan
perekonomian ‘untuk masyarakat yang
memiliki potensi untuk melakukan kegiatan
useha. Sementara itu anggota Bappeda
berpendapat lain mengenai perubahan yang
diinginkan dari pembentukan Kawasan CBD
yaitu tertatanya pembangunan usaha dengan
baik, adapun penuturannya adalah sebaga
berikut:

“Sejauh ini sudah baik karena sudah
sesuai ‘aturan yang- berlaku. Kalau
masalah * penindakan sejauh ini sudah
dilakukan minimal memberikan peringatan
kepada oramg-orang yang®.yang. tidak
mematuhi masalah perizinan‘yang sudah
ditentukan, bahkan  kalau  mash
melanggar kita akanms.cabut izin usaha
selanjutnya.”
Tidak  jauh

implementor

berbeda  dengan
sebelumnya, Bappeda
menginginkan perubahan terkait dengan
penataan bangunan untuk usaha dan

perizinannya. Karena untuk mendirikan
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sebuah usaha harus legal, artinya mendapat
izin dari pemerintah Kubu Raya. Akan
tetapi masih banyak usaha di Kecamatan
Sungai Raya yang belum memiliki izin.
Masyarakat juga mengeluhkan proses
pembuatan izin yang masih sulit. Seperti
yang dikeluhkan oleh salah satu pengusaha
sembako yang=ada di kawasan parit baru
yang menjadi salah satu kelompok sasaran
dari kebijakan kawasan strategis CBD di
Kabupaten Kubu‘Raya. Sedangkan menurut
Sekcam Sungai Raya terkait perubahan
seperti apa yang telah terjadi hingga saatiini
beliau mengatakan bahwa:

“Kalau itu sih saya kurang tahu juga
apakah sudah ditetapkan sebagai kawasan
CBD, tapi jika dilihat memang kecamatan
sungai raya ini arah pengembanganhya
kesana, namun itulah yang Saya katakan
tadi hingga kini kami dari pihak
kecamatan belum mengetahui perbub
tersebut. Kalau bicara dampak vya
perkembangan pembangunan memang
difokuskan di kecamatan sungai raya
karena sesuai dengan arahan Pak Bupati
salah. satu contoh dibangunnya jalan
poros' Kubu Raya tentunya' berdampak
pada perekonomian masyarakat.”

Kebijakan kawasan' strategis CBD
belum terimplementasi.«dengan baik oleh
karena ity pemerintah kecamatan selaku
implementor  paling  bawah  belum
mengetahui apakah Sungai Raya sudah
memiliki kriteria untuk menjadi kawasan
CBD hingga sekarang. Memang arah

pembangunan yang dilakukan pemerintah
10
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mengarah pada penataan yang selanjutnya
akan berkaitan dengan  peningkatan

perekonomian  masyarakat ~ Kecamatan
Sungai Raya. Karena Kecamatan yang
penataan ruang dan kawasan yang bak
merupakan cerminan dari kualitas birokras

pemerintah yang ada.

4. Ketepatan L etak Sebuah Program
Menurut-Terry (dalam Tachjan 2006:
31) menemukakan [.bahwa program

merupakan reneana  yang bersifat
komprehensif yang sudah menggambarkan
sumber dayarwyang akan digunakan dan
terpadu dalam satu kesatuan. Kebijakan
kawasan strategis CBD belum memiliki
program.“Kawasan ini memiliki potens
ekonomi cepat tumbuh, terutama pada
bidang pertanian yang programnya sedang
dilakukan pemerintah. Sementara itu untuk
mengetahui apakah Kawasan CBD letaknya
sudah tepat karena masih berada dalam
rencana pembangunan daerah _hingga saat
ini, berikut penuturan dari_ Bapak . Muda
Mahendrawan:

“Kalo tata ruang itukan memang masih
proses tapi kalo RTRW itu sifatnya"masih
serba case ter case karena berkaitan
dengan hal-hal pembangunan yang terjadi
yang telah keterlanjuran. Wilayah yang
telah terlanjur di bangun akibatnya ada
perebutan-perebutan SDA.  Kadang-
kadang terkait dengan hal-hal seperti ini
ya yang ada ini, kemudian masyarakatnya
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dan ada perubahan-perubahan. Yang kita
khawatirkan inilah perubahan fungs yang
tadinya bagus untuk pertanian menjadi
berubah fungs sehingga bukan hanya
bicara soal hasil pertanian tapi juga orang
yang kerja. Jadi mengurangi jumlah orang
yang mempunyai peluang mencari nafkah
inilah yang menjadi persoalan. Tata ruang
itu sebenarnya harus komperhensif jangan
sampe. instan. Karena berbahaya pada
akhirnya =ypanti itu akan menjadi
penyesalan. Karena itu banyak
kepentingan  kelompok,  kepentingan
komersil. 'Sehingga jangan sampe adanya
Raperda ini kan_embrio jangan langsung
melakukan penataan ruang tampa melihat
nilai, ‘'melihat asset| karena in*bersifat
untuk jangka panjang,.begitu juga dengan
pergeseran-pergeseran_,. yang terjadi
dimasyarakat inikan harusdilihat.”
Merujuk kepada Raperda RTRW

yang telah dibentuk pada pasal 1 ayat (26)
disebutkan  bahwa
kabupaten adaah wilayah yang penataan

Kawasan drategis

ruangnya diprioritaskan karena mempunyal
pengaruh sangat penting dalam lihgkup
kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya
dan/atau lingkungan. Pemkab sampai saat ini
masih..mengupayakan terwujudnya penataan
ruang, memang mash banyak' lahan yang
tersadia . akan tetapi seiring bertambahnya
jumlah penduduk juga idapat mengurangi
jumlah_lahan-yang ada. Perlunya kerjasama
antara masyarakat dan pemda daam
mewujudkan kawasan drategis, karena
hasinya untuk masa depan yang bersifat
jangka panjang tidak hanya berlaku untuk

sementaraini.
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5. Pelaksana Program

Sebuah kebijakan tidak hanya
ditetapkan tanpa adanya aktor yang terlibat
untuk  mengimplementasikannya.  Begitu
juga dengan adanya Perbup kawasan
strategis dan Raperda RTRW yang
ditetapkan oleh  Pemerintah .~Daerah
Kabupaten Kubu Rayaini. Berdasarkan hasil
wawancara  dengan Bapak Muda
Mahendrawan beliau mengatakan bahwa
kebijakan ini
didesentralisasikany kepada masing-masing
SKPD, Badang, Dinas hingga ketingkat
SKPD yang-paling kecil yaitu kecamatan.

implementasi

Karena untuk kemajuan daerahnya masing-
masing implementor ini harus tahu akan
pembangtinan dan penataan seperti apa yang
terbaik dilakukan untuk wilayahnya. Selaku
implementor harus saling bersinergi dan
berkoordinasi untuk mewujudkan Kawasan
strategis seperti yang telah direncanakan
pembangunannya.

6. Sumberdaya Yang Dilibatkan Dalam

Program
Perintah-perintah

mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan

implementasi

konsisten, tetapi jika para peaksana
kekurangan sumber-sumber yang diperlukan
untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan,
maka implementasi ini pun cenderung tidak
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efektif. Dengan demikian, sumber-sumber
dapat merupakan faktor yang penting dalam
melaksanakan kebijakan publik. Menurut
anggota DPRD terkait sumberdaya yang
dimiliki dalam pelaksanaan kebijakan
kawasan strategis yaitu sebagal berikut:

“kalo"SDM sangat besar Kubu Raya Cuma
memang adas.persoalan birokrat. Di Kubu
Raya tidak sampai. 20% orang Kubu Raya
menjadi Pegawai Negeri. Banyak orang-
orang | dari. luar Ketapang, Sekadau,
Putussibau dan: Sintang memang saya liat
hal ini_juga berpengaruh terhadap potens
untuk® membangun daerah. Orang Kubu
Raya ini banyak ke, kota. Seharusnya
pejabat, Sumberdaya_.. lain  banyak
sumberdaya kita besar Cumeatidak diserap,
persoalannya tidak mengakomodir potens
DM yang ada. Kalo sumberdaya untuk
infrastruktur ini besar artinya-sbangunan-
bangunan swasta itukan besar™showropm,
gudang, dealer tapikan tempat-tempat
wisata juga sudah berkembang, sudah ‘ada
wisata air dan pendidikan, hotel. Kapal-
kapal aja lewat sini boxit. Tinggal Kesulitan
Pemda ini aja yang mengelola sumberdaya
alam dan sumberdaya manusia.”
Berdasarkan hasil wawancara dengan

DPR Kubu Raya.selaku implementor dan
juga pihak yang berwenang mengesahkan
Perda yang 'mengungkapkan’ bahwa untuk
SDM pemerintah Kubu Raya mencukupi
untuk implementasi™ sebuah kebijakan.
Sementara untuk pelaksanaan kebijakan
kawasan CBD ini masih belum memadai
sumber infrastrukturnya karena mash
berproses. Hal ini juga dirasakan oleh
masyarakat khususnya di Kecamatan Sungai
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Raya, berdasarkan penuturan Sekcam bahwa
untuk mewujudkan kawasan strategis ini
tidak terlepas dari tersedianya sarana dan
prasarana yang mendukung  berikut
penuturan beliau:
“Tentunya yang menjadi kendala adalah
infrastruktur yang belum memadai; kalau
yang lain s saya kira KKR sudah siap,
khususnya kecamatan sungai rayas Sarana
yang diperlukan tentunya ;jalan; sumber
air bersih; listrik danstransportasi. karena
KKRs" mash “kurang sarana-sarana
tersebut.”

Implementas  kebijakan merupakan
sebuah proses untuk mewujudkan tujuan
yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses
yang dilaksanakan pasti tidak selalu berjalan
lancar, semakin banyak implementor yang
terkait, maka permasalahan yang dihadapi
juga semakin banyak. Pelaksanaan kebijakan
kawasan strategis juga mempunyai.kendala
seperti yang disampaikan Sekcam sungai
raya bahwa'infrastruktur di-KKR_ini masih
perlu dibenahi. Sarana-sarana- penunjang
untuk kelancaran aktivitas masyarakat
seperti pembangunan-=jalan, tersedianya
sumber air bersih, listrik dan adanya sistem
drainase yang memadai juga harus menjadi
perhatian pemerintah.

Hal ini

pembangunan

disebabkan oleh
perumahan serta
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pembangunan infrastruktur lain seperti jalan,
kantor, perdagangan, gudang, kantor
pemerintahan dan fasilitas penunjang
lainnya, namun tidak didukung dengan
perluasan drainase. Pemerintah memang
perlu memperhatikan segala aspek dalam
melaksanakan kebijakan kawasan dan

penataan bangunan .

Variabel lingkungan kebijakan :
1. Kekuasaan, Kepentingan Dan Strategi
Aktaor Yang Terlibat

Kekuasaan memiliki pengaruh besar
dalam’ pelaksanaan suatu kegiatan ataupun
kebijakan. Begitu juga dengan Penetapan
Perbup kawasan strategis .KKR yang
berdekatan dengan pergantian_Bupati pada

periode tersebut. Sedangkan  menurut

anggota DPR mengenai seberapa | besar
pengaruh yang terjadi yaitu :

“jelas berpengaruh karena saya lihat vis
Bupati  periode pertama itu kan
mempunyai visi pengembangan kawasan
agak meluas. Kalo Bupati sekarang ini
visinya.agak menyempit karena saya lihat
focus !infrastruktur pembangunan jalan
bukan kawasan. Kemudian dulu juga tidak
ada wacana jembatan Kapuas ketiga
sekarang ini ada wacananya. Fokus
Pemda ini pada Sungai Raya dan Sungai
Kakap. Karena Sungai Kakap mau
menjadi jalan nasional. Tentu berbeda
sangat berpengaruh. Kalo sekarang ya
berpengaruh situasinya lebih terarah
tetapi ketergantungan dengan kebijakan
Bupati sangat besar kalo rapat itu selalu
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bilang ini kebijakan pak Bupati. Kalo dulu
tidak seperti itu, kebijakan bupati itu
sekarang paling depan. Kita mentok kalo
berbeda pendapat mereka selalu bilang itu
kebijakan Bupati. Memang persoalan
birokrasi antara DPR dan eksekutif salah
satunya itu. Karena memang ini 1
komando dan dinas ini lebih cenderung
melaksanakan mereka tidak  berani
mengambil kebijakan yang baik dan lebih
patuh.”

Dibentuknya  Perbup

Strategis Kabupaten tidak berada™ jauh

dengan pergantian Bupati, oleh karena itu

Kawasan

apakah berpengaruh ‘pada pelaksanaannya.
Pada jperiode Bupati sebelumnya memang
pembentukan-Perbup sesuai dengan Vis nya
yaitu melakukan pengembangan kawasan.
Sedangkan-untuk sekarang ini Bupati 1ebih
fokus pada pembangunan jalan. Daam
melaksanakan sebuah kebijakan oleh Dinas
sekarang ini sesuai, dengan peraturan yang
telah '|ditetapkan pemerintah yang sedang
berkuasa. Karena cenderung tidak berani
mengambil keputusan dan lebih memilih
untuk patuh terhadap peraturan yang-sudah
ditetapkan.

Untuk “mengetahui | seberapa’” "besar
kekuasaan, kepentingan dan strategi yang
dimiliki dalam implementasi—.kebijakan
kawasan strategis selaku  implementor
Bappeda mengatakan bahwa:

“Kalau bicara besar nya ya kita bekerja
sesuai aturan yang ada karena ini
menyangkut kawasan perlu sangat hati-
hati. Kalau kita sih kepentingan sesuai apa
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yang dimaui bupati lah, ya kita bekerja
sesuai arahan bupati. Sgauh ini
strateginya pembangunan  infrastruktur
seperti pembangunan jalan poros, dan
membangunan fasilitas umum yang
menunjang pertumbuhan ekonomi disitu,
namun kalau kawasan CBD sebenarnya
bisa terbangun dengan sendirinya apalagi
kecamatan sungai raya berbatasan
langsung dengan kota pontianak tentunya
sangat berpengaruh pada pertumbuhan
kawasan disekitarnya™

Sebaga salah wsatu  implementor
Bappeda dalam mel aksanakan.pembangunan
dan penataan berdasarkan aturan‘yang telah
ditetapkan oleh Bupati.” Karena menyangkut
penataan kawasan perlurkehati-hatian agar
melakukan penataan dengan memikirkan
kebaikan untuk jangka panjang. Pemerintah
Daerah KKR dalam Raperda,RTRW telah
Strategi
kawasan peruntukan perdagangan dan'jasa

menetapkan pengembangan
yang terpadu dan terstruktur dengan
berlandaskan kearifan lokal, dilakukan
melalui strategi :

a. Mengembangkan perdagangan” dan jasa
dengan dilengkapi dengan ruang terbuka,
sarana dan prasarana serta'aktifitas yang
mendukung kegiatan pariwisata ;
b. Menyediakan="ruang bagi  kegiatan
perdagangan informal yang bersinergi
dengan kegiatan perdagangan formal;

c. Mengembangkan kegiatan perdagangan

eceran dan jasa komesid berskala
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pelayanan lokal di setigp pusat pelayan
kawasan dan pusat pelayanan lingkungan;

d. Mewgjibkan penyediaan parkir dan
prasarana yang memadai bagi
pengembangan kegiatan perdagangan dan
jasa;

e. Merevitalisas atau meremajakan.kawasan
pasar yang tidak tertata dan/atau menurun
kualitas pelayanannya;

f. Mewajibkan pengembang kawasan
peruntukans” perdagangan ‘dan jasa untuk
mengelola limbah cair, limbah B3 dan
pengel olaan sampah secara 3R; dan
g.Mewgjibkan= pengembang  kawasan
peruntukan _ perdagangan dan jasa untuk
menyediakan- RTH paling sedikit sebesar
10% dari*luas lahan.

Jadi dengan adanya strategi yang
telah! ditentukan oleh pemerintah daerah
akan menjadi pedoman dalam implementasi
kebijakan kawasan strategis. Serta.strategi
tersendiri yang dimiliki oleh masing-masing
SKPD ini fjjuga akan “menjadi_. panduan
tersendiri dalam melakukan® pembangun
maupun penataan kawasan agar dapat

berfungsi sesuai dengan-kawasan strategis

2. Karakteristik Institus dan Regim yang
Sedang Berkuasa

Sebuah institus pastinya memiliki
karakteristik tersendiri dalam implementasi
kebijakan  berdasarkan rggim  yang
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memimpin pada saat ini. Untuk mengetahui
bagaimana penuturan Bappeda mengenal
karakteristik institusi yang sedang berkuasa
yaitu:

“Ya kita pasti mempunyai standarisasi
sendiri lah sesuai arahan bupati lah.”
Daam melaksanakan suatu kebijakan

SKPD pasti memiliki standarisasi kerja agar
implementasinyalebih terarah. Dari standar
itulah © mereka melakukan tugas dan
fungsinya agar dapat mewujudkan kawasan
CBD .yang tertatar dengan baik. Seperti
sekarang ini  pemerintah  mengupayakan
pembangunan jalan poros untuk Kecamatan
Sungal Raya akan tetapi sistem drainase
belum dilakukan perluasan dan penataanya.
Kawasan dipenuhi dengan bangunan-
bangunan kantor tetapi untuk tempat atau
pembentukan taman yang dapat dijadikan
asset untuk KKR belum ada diupayakan.
Sedangkan menurut DPRD yang juga
mempunyai karakteristik dalam mewujudkan
kebijakan kawasan  strategis, menuturkan
terkait karakteristik 'yang menjadi ciri khas
mereka yaitu:

“memang DPRD telah mendorong
beberapa Perda™ misalkan  Perda
pengembangan kawasan strategis. Artinya
dulu sudah ada Perda Cuma mau kita
sesuaikan karena dulu belum ada RTRW.
Kemudian juga Perda terkait dengan
kawasan pertanian, kawasan perlindungan
pangan, sekarang kawasan dtrategis
termasuk juga kawasan pusat pariwisata
di Kubu Raya nih. Cuman sekarang lagi
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digodok oleh Pemda eksekutif dalam
menjadikan Perda. Tapi kita sudah
mendorong karena Kubu Raya itu
berpotensi bisnis yang besar juga kawasan
strategis bisnis. Pengusaha-pengusaha
juga banyak lari kesini juga kawasan
perlindungan kawasan pangan juga kami
dorong dan sedang dalam proses.”
Mempunyai kekuasaan untuk

mengesahkan Perda merupakan=~Ciri khas
dari DPRD, karena memang tugas DPRD di
pemerintahan adalah mengesahkan *Perda.
Potens yang.dimiliki eleh KKR begitu
besar, banyak manfaat yang bisa dirasakan
oleh masyarakat tenmtunya akan berdampak
pada kemajuan ekonomi di KKR. Kawasan
strategis . disini betul-betul
diupayakan®meskipun belum jelas letak

memang

tittknya. Karena kabupaten Kubu Raya
berbatasan langsung dengan Kota Pontianak
tentunya dapat menjadi  keuntungan
tersendiri terutama untuk Kecamatan Sungai
Raya. 'Kebijakan kawasan strategis CBD
dapat diwujudkan dengan pemerintah
maupun swasta mereka saling bekerjasama
daam upaya peningkatan perekonomian.
Untuk itulah ‘memang akan lebih terarah
apabila di dukung,dengan Perda yang telah

ditetapkan pemerintah.

3. Tingkat Kepatuhan Dan Responsivitas
Kelompok Sasaran
Keberhasilan implementasi kebijakan

tidak terlepas dari adanya dukungan,
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kepatuhan dan respon yang bak dari
masyarakat. Bappeda mengatakan bahwa
respon dari masyarakat dengan adanya
kawasan CBD sebagai berikut:

““Sejauh ini responnya positif. Ya pasti ada
yang patuh dan ada yang tidak, namun
yang pasti kita akan terus berupaya
melakukan penertiban, guna untuk menata
kawasan yang sudah tertera dalam Perbup
tersebut.”

Setuju atau tidak masyarakat hanya

bisa menerima, peraturan. yang telah
ditetapkan pemerintah. Tetapi™ kontribusi
masyarakat juga penting dalam mewujudkan
kebijakan yang telah diatur oleh Pemda
setempat. Kawasan CBD ini-tidak terlepas
dari = peraturan/ perizinan _mendirikan
bangunan untuk masyarakat yang memiliki
usaha perdagangan. Pemerintah akan terus
berupaya melakukan penertiban  untuk
penataan kawasan berdasarkan peraturan
yang telah ditetapkan. Sebagal salah satu
implementor juga menilai bagaimana tingkat
kepatuhan masyarakat dan jresponnya
dengan ' adanya. . peraturan. mengenai
kebijakankawasan strategis sebagai berikut:

““sebetulnya masyarakat ini berharap
besar terhadap pengembangan kawasan
bisnis__karena™ memang Kubu Raya
penyanggah kota. Sebetulnya kota itu
sebagai konsumen dan kita sebagai
produsen. Sebagian besar bahan pokok
kota itu dari Kubu raya perikanan,
pertanian, kultura itu banyak. Dari
harapan masyarakat dengan adnya
kawasan strategis itu keuntungan yang
diproleh oleh warga Kubu Raya akan lebih
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besar. Kalo sekarang inikan bahan-bahan
pokok yang ada langsung kekota. Jadi
yang menikmati itu orang kota. Malahan
sebaliknya Sungai Raya ini menjadi
pembeli lagi. Itu barang kita dari batu
ampar, teluk pakedai dimasukan kekota
nanti balik lagi ke Sungai Raya. Itulah
yang dikeluhkan masyarakat  artinya
multiplayer  effect yang dirasakan
masyarakat padahal bahan bakusitu dari
kita. Tapi kita tidak begitu™ menikmati
maksimal. Jadi memang perlu menjadi
penyanggah kota agar masyarakat kota
yang ingin membeli langsung ‘datang ke
Kubu Raya.” Sgjauh ini memang belum
maksimals karena memang Perda-perda
juga dit RTRW sudah masuk tapikan ini
Perda memang banyak tapi implementasi
masih  belum  signifikan.  Artinya
keterlibatan masyarakat terkait‘sdengan
keberadaan Perda kemudian implementasi
Perda penting. Karena banyak perda yang
Pelum “di  implementaskan  secara
signifikan.”

Adanya pembangunan dan penataan

yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk
memudahkan dan melancarkan aktivitas
masyarakat yang ada di KKR. Kubu Raya
yang memiliki potensi dan SDA .menjadi
daerah yang dapat memproduks bahan-
bahan pangan yang kemudian_dikirim ke
Kota Pontianak. Terlaksananya . Raperda
RTRW khususnya kawasan strategis® ini
memberikan harapan“=bahwa keuntungan
yang akan diperoleh masyarakat itu lebih
besar. Pentingnya kontribusi masyarakat
karena Perda yang telah terbentuk sekarang
ini belum terlaksana dan memberikan
perubahan yang signifikan. Sekcam Sungai
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Raya juga menuturkan bagaimana respon
masyarakat setempat tentang adanya
kebijakan kawasan strategis ini, sebagal
berikut:

“Nah karena belum sampai kekita perbub
tersebut tentunya kita pun belum bisa
sosialisasi kepada masyarakat, jadi saya
kira“asyarakatpun belum mengetahui hal
tersebut.”

Selain  ‘pentingnya  berkoordinasi
pemerintah. juga perlu  memberikan
informasi  agar. masyarakat,.. mengetahui,
berkontribusi  dan - ikut
kebijakan yang telah. » ditetapkan™s, oleh

pemerintah. Penyampaian informasi oleh

mewujudkan

pemerintah memegang peranan_penting agar
masyarakat mengetahui  dan ~ memahami
tujuan dibentuknya dan implementasinya
kebijakan kawasan strategis_sini. Untuk
menata kawasan strategis tidak terlepas dari
aktivitas perdagangan dan usaha; yang
dilakukan pemerintah harus dibarengi
dengan perizinan usaha oleh masyarakat.
Untuk mengetahui respon masyarakat yang
menjadi — kelompok  sasaran  pendliti
melakukan wawancara dengan beberapa
Pengusaha. Berikut hasil wawancara dengan
Bapak _Saleh-sebagal salah satu pengusaha
sembako yang ada di Kecamatan Sungai
Raya

“Wah bagus sekali lah kalau gitu, karena
bisa memajukan bisnis kita karena orang-
orang pasti banyak yang berdatangan
kesini dek. Belum kalau menurut bapak
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karena adek lihat sendiri lah daerah pasar
parit baru ni kumuh bangunan pun banyak
yang tak tertata dengan baik. Ya pastinya
infrasruktur ya dek bapak lihat jalannya
masih kurang lebar dan masih ada jalan
yang berlubang disamping itu masalah izin
dek kalau bisa jangan dipersulit karena itu
kadang kita malas mau ngurus izin tu
dek.”

Melihat adanya respon yang“positif
oleh pengusaha dengan™ pelaksanaan
kebijakan yang akam mengatur kawasan
strategis tentu hal ini menjadi: sebuah bentuk
dukungan wang mereka berikan. Sebagai
pengusaha pak*s Saleh

pembangunan infrastruktur jalan dan adanya

menginginkan

kemudahan *dalam mengurus perizinan
useha. Kemudian menurut pengusaha
lainnya yaitu-pak Junaidi seorang pengusaha
K ontraktor-memberikan responnya yaitu:

“Wah bagus sekali itu karena semakin bisa
mempercepat  pertumbuhan ekonomi di
Kubu Raya. Kalau soal penataan saya
lihat fbelum lah ya karena mana kawasan
untuk findustri, kawasan kantor, kawasan
pusat pembelanjaan masih belum jelas. Ya
yang pasti pemerintah harus selalu
menjadi Tklim bisnis yang kondusif dan
terus menyediakan infrastruktur yang
memadai dalam mendukung- kemajuan
kegiatan ekonomi di Kubu'Raya.”
Masyarakat, pasti akan merespon

positif jika kebijakan yang-ditetapkan itu
juga berdampak positif untuk mereka
Penataan kawasan strategis CBD yang baik
juga akan mempercepat pertumbuhan
ekonomi di KKR. Titik jelas kawasan
strategis CBD ini pada faktanya belum
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ditentukan walaupun didalam peraturannya
memang telah disebutkan. Pemerintah
pastinya harus dapat menciptakan iklim
bisnis yang kondusif dengan dibarengi
pembangunan infrastruktur yang memadali,
mendukung untuk kemajuan perekonomian
yang “berdampak pada peningkatan kualitas
hidup masyarakat di KKR.

E. KESIMPULAN

1. «Variabel is kebijakan (content’ of
policy)

Manfaat yang dapat. dirasakan
masyarakat terlaksananya Pembangunan dan
penataan yang lebih  bak, dapat
meningkatkan kelancaran usaha dan dapat
menjadi kawasan yang produktif. Kecamatan
Sungai Raya yang berbatasan langsung
dengan Kota Pontianak tepat untuk dijadikan
kawasan strategis. Karena pembangunan
maupun’ penataan. yang dilakukan dapat
memudahkan: akses usaha antara kabupaten
dan kota. Pemerintah kabupaten, Bappeda,
anggota DPRD_serta‘pemerintah kecamatan
harus saling bersinergi dan menunjukkan
kontribuss mereka dalam mewujudkan
kawasan strategis CBD di KKR.

2. Variabd lingkungan implementasi
(context of implementation).
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Kekuasaan juga memiliki pengaruh
terhadap implementas sebuah kebijakan,
Perbup kawasan strategis yang ditetapkan
oleh Bupati periode sebelumnya memiliki
kepentingan tersendiri. Berbeda dengan
Bupati sebelumnya, Bupati periode ini
melakukan
peraturan yang telah ditetgpkan di Raperda
dan lebih dipersempitrserta lebih difokuskan

pembangunan  berdasarkan

pada pembanguran infrastruktur. Itulah yang
menjadi  karakteristik =edari  implementor
institusi'yang berkuasa pada periode ke'2 ini.
Pembangunan kawasan yang sifatnya untuk
kepentingan jangka panjang dan
pembangunan yang mengupayakan
kemajuan perekonomian yang memberikan
dampak ‘poesitif pasti akan di dukung oleh

kelompok sasaran.

F. SARAN

1. Padavariabel sggauhmana perubahan
yang diinginkan | dari - sebuah
kebijakan.

Kebijakan yang-dapat dikatakan baru
terlaksana ini belum dapat menunjukkan
perubahan  secara  signifikan.  Untuk
melakukan sebuah perubahan diperlukannya
kontribusi dari masing-masing implementor.
Selaku pelaksana Bappeda harus

BAMBANG SUDARMONO, NIM. E 01112178
Program Studi IImu Administrasi Negara Fisip UNTAN

http://jurmafis.untan.ac.id

menyampaikan kepada DPRD, pihak

kecamatan maupun desa pembangunan apa

sgja yang akan dilaksanakan.

2. Variabed sebuah kebijakan telah
menyebutkan implementor nya
dengan rinci.

Raperda RTRW tidak menyebutkan
implementornya.. secara rinci  karena
selanjutnya akan diatur, berdasarkan Perbup.
Sedangkan "Perbup ini ‘telah ditetapkan
sebelum adanya Raperda, “dan juga
ditetapkan oleh Bupati ‘periode sebelumnya.
Jadi Raperda RTRW harus.dapat mengcover
Perbup agar dapat merincikan-implementor

serta tugas yang harus dilaksanakan. Kareha

peraturan  menjadi  pedoman  dalam
implementasi  kebijakan yang telah
ditetapkan oleh pemeritah.

3. Variabd dukungan sumberdaya yang
memadai pada sebuah program.

Sumberdaya yang ada sekarang ini

belum memadai -untuk sebuahy’ kawasan

strategis CBD.

memikirkan skembali apa yang menjadi

kebutuhan untuk sebuah kawasan strategis

Pemerintah harus

terutama inf rastruktur agar dapat

mendukung  pencapaian  tujuan  dari

kebijakan kawasan strategis CBD ini.
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